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KABUPATENKUTAITIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 31

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAITIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAANPEMANFAATANBARANG MILIK DAERAH

DENGAN CARA PINJAM PAKAI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA

BUPATI KUTAITIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib

administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah

khususnya dalam Pemanfatan Barang Milik Daerah dengan cara

Pinjam Pakai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dengan Cara

Sewa;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2000 ten tang perubahan atas Undang - Undang

Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TlMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN CARA PINJAM PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib

administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah

khususnya dalarn Pemanfatan Barang Milik Daerah dengan cara

Pinjam Pakai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dengan Cara

Sewa;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang

Nomor 47 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten

Nunukan, Kabupaten Malin au , Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan deagaft Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Repu blik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan BMD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMANFAATANBARANG MILIK DAERAH DENGAN CARA PINJAM

PAKAI.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

4. Barang ...
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4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang

yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

5. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang

berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.

6. Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan BMD.

7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan

tidak mengubah status kepemilikan.

8. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat

dengan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu

tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir

diserahkan kembali kepada Bupati.

BABII

PEMANFAATANBMD DENGAN CARA PINJAM PAKAI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasa12

(1) Pinjam Pakai BMO dilakukan dengan tujuan:

a. mengoptimalkan pendayagunaan BMO yang belum/tidak dilakukan

penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan

fungsi Pengguna Barang; dan/ atau

c. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah.

(2) Peminjam pakai dilarang:

a. untuk memanfaatkan objek Pinjam Pakai tersebut kepada pihak lain;

darr/atau

b. mengatasnamakan objek Pinjam Pakai untuk perorangan.

(3) Peminjam .,.
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(3) Peminjam pakai menandatangani surat peroyataan yang isinya bersedia

mengembalikan barang yang dipinjam apabila:

a. pindah tugas;

b. sudah habisjangka waktunya dan tidak diperpanjang; danj'atau

c. barang tersebut akan digunakan kembali oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pihak Pelaksana Pinjam Pakai

Pasal3

(1) Pinjam Pakai BMD dilaksanakan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan.

(2) Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

(3) Pelaksanaan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

dengan sepengetahuan Bupati.

(4) Objek Pinjam Pakai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa

tanah dan /atau bangunan, dapat dilakukan untuk sebagian atau

keseluruhannya.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pinjam Pakai

Pasal4

(1) Jangka waktu Pinjam Pakai BMD adalah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang untuk 1 (satu) kali.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan paling

lambat 2 (dua) bulan sebelumjangka waktu Pinjam Pakai berakhir.

Bagian ...
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Bagian Keempat

Perubahan Bentuk BMD

PasalS

(1) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai dapat mengubah bentuk

BMD, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan

nilai BMD.

(2) Perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (I):

a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar BMD;

atau

b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar BMD.

(3) Usulan perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk oleh peminjam

pakai kepada:

a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.

(4) Perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kelima

Perjanjian Pinjam Pakai

Pasal6

(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dala.m perjanjian serta ditandatangani

oleh:

a. peminjam pakai dan Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola

Barang; dan

b. peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada

Pengguna Barang.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. dasar perjanjian;

c. identitas para pihak yang terkait daJam peJjanjian;

d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;

e. tanggung ...
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e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama

jangka waktu peminjaman;

f. hak dan kewajiban para pihak; dan

g. persyaratan lain yang dianggap perlu,

(3) Salinan perjanjian Pinjam Palmi disampaikan kepada Pengguna Barang.

BAB III

PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BMD

Bagian Kesatu

Pengelola Barang

Pasal7

(1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan Pinjam Palmi kepada

Pengelola Barang.

(2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pinjam Palmi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penelitian atas pennohonan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan BMD;

b. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai; dan

c. jangka waktu Pinjam Pakai.

(4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar

pertirnbangan Bupati dalam memberikan persetujuanjpenolakan atas

permohonan Pinjam Pakai.

Pasa18

(1) Berdasarkan basil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai kepada

Bupati.

(2) Permohonan persetujuan Pinjam Pakai paling sedikit memuat:

a. pertirobangan yang mendasari permohonan Pinjam Pakai;

b. identitas peminjam pakai;

c. tujuan ...
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c. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai;

d. rincian data objek Pinjam Pakai yang dibutuhkan; dan

e. jangka waktu Pinjam Pakai.

(3) Apabila objek Pinjam Pakai berupa tanah danj atau bangunan atau sebagian

tanah darr/atau bangunan, rincian clata objek Pinjam Pakai sebagaimana

dimaksud pacla ayat (2) huruf d, tennasuk luas dan lokasi tanah dan Iatau

bangunan.

(4) Apabila objek Pinjam Pakai berupa selain tanah danj atau bangunan, rincian

data objek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

tennasuk nama dan jumlah BMD

Pasa19

(1) Pemberian persetujuanjpenolakan oleh Bupati atas pennohonan Pinjam Pakai

diIakukan dengan mempertimbangkan:

a. BMD yang dimohon daJam kondisi belum atau tidak sedang digunakan

untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan

b. BMD yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah pusat/Pemerintahan Daerah lainnya.

(2) Apabila Bupati menyetujui pennohonan Pinjam Pakai, Bupati menerbitkan

surat persetujuan Pinjam Pakai.

(3) Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit

memuat:

a. identitas peminjam pakai;

b. data objek Pinjam Pakai;

c. jangka waktu Pinjam Pakai; dan

d. kewajiban peminjam pakai.

(4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan Pinjam Pakai, Bupati

menerbitkan surat penolakan Pinjam Pakai kepada calon peminjam pakai

dengan disertai alasan.

PasallO

(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD dituangkan dalam peIjanjian Pinjam Pakai

yang ditandatangani oleh Bupati dan peminjam pakai.

(2) Peljanjian ...
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(2) PeIjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan

penyerahan objek Pinjam Pakai dari Pengelola Barang kepada peminjam pakai

yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima,

Pasa1l!

(I) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan

mengamankan objek Pinjam Pakai dengan biaya yang dibebankan pada

Peminjam pakai.

(2) Sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, pemmjam pakai harus

memberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau

memperpanjang Pinjam Pakai.

(3) Dalam hal Pinjam Pakai akan diperpanjang, pemmjam pakai mengajukan

permohonan perpanjangan jangka. waktu Pinjam Pakai kepada Pengelola

Barang.

(4) Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan

perpanjangan Pinjam Pakai kepada Bupati.

(5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:

a. surat persetujuan Pinjam Pakai sebelumnya dari Bupati;

b. surat pemyataan dari peminjam pakai bahwa objek Pinjam Paksi masih

digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah

pusat/ Pemerintahan Daerah lainnya; dan

c. surat pemyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan Pinjam Pakai

tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Pasal12

(1) Dalam hal pemmjam pakai akan mengakhiri Pinjam Pakai sebelum masa

Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai hams memberitahukan kepada

Pengelola Barang.

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(3) Pengelola ...
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(3) Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pengguna Barang

Pasal13

(1) Calon peminjam pakai mengajukan pennohonan Pinjam Pakai kepada

Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola Barang

berdasarkan pennohonan dari calon peminjam pakai dengan melampirkan:

a. surat permohonan Pinjam Pakai dari calon perninjam pakai;

b. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan Pinjam Pakai
tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah; dan

c. data objek Pinjam Palmi, antara lain kartu identitas barang, untuk BMD

yang memiliki kartu identitas barang.

(3) Permohonan persetujuan Pinjam Pakai dari Pengguna Barang sekurang-

kurangnya memuat:

a. pertimbangan yang mendasari permohonan Pinjam Pakai;

b. identitas peminjam pakai;

c. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai;

d. rincian data objek Pinjam Pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi

tanah dan/ atau bangunan; dan

e. jangka waktu Pinjam Pakai.

Pasa.l14

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan Pinjam

Pakai dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasa113 ayat (2).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan BMD;

b. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai; dan

c. jangka waktu Pinjam Pakai.

(3) Hasil ...
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(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati

sebagai dasar pertimbangan persetujuanjpenolakan permohonan persetujuan

Pinjam Pakai oleh Bupati.

Pasall5

(I) Pemberian persetujuanjpenolakan oleh Bupati atas permohonan Pinjam Pakai

dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. BMD yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak digunakan untuk

tugas dan fungsi pemerintah daerah;

b. SMD yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintah pusatjPemerintahan Daerah lainnya; dan

c. jangka waktu Pinjam Paksi paling lama 5 (lima) tahun sejak

ditandatanganinya perjanjian Pinjam Pakai.

(2) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan Pinjam Palmi sebagaimana

dimaksud daIam Pasal 13 ayat (2), Bupati menerbitkan surat persetujuan

Pinjam Pakai yang sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas peminjam pakai;
b. data BMO objek Pinjam Palmi;

c. jangka waktu Pinjam Pakai; dan

d. kewajiban peminjam palmi.

(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pinjam Pakai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati melalui Pengelola Sarang

memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai alasannya.

Pasal16

(1) Pelaksanaan Pinjam Paksi BMO yang berada pada Pengguna Barang

dituangkan dalam perjanjian Pinjam Paksi antara Pengelola Barang dengan
peminjam pakai.

(2) Perjanjian Pinjam Paksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti

dengan penyerahan objek Pinjam Palmi dari Pengguna Barang kepada

peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(3) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan

mengamankan objek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.

(4) Sebelum ...
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(4) Sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus

memberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau

memperpanjang Pinjam Pakai.

(5) Dalam hal Pinjam Pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan

permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai kepada Pengguna

Barang.

(6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan

perpanjangan Pinjam Pakai kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan Pinjam Pakai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6)dilampiri dengan:

a. surat persetujuan Pinjam. Pakai sebelumnya dari Bupati;

b. surat pemyataan dari peminjam pakai bahwa objek Pinjam Pakai masih

digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah

pusatj Pemerintahan Daerah lainnya; dan

c. surat peroyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan Pinjam Pakai

tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, daJam hal Pinjam Pakai dilaksanakan oleh Pengguna

Barang.

Pasa.l17

(1) Dalam hal pemmjam pakai akan mengakhiri Pinjam Pakai sebelum masa

Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada

Pengguna Barang.

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada

ayat (I) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

(3) Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Pengeloia Barang.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasa.ll8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 23 Se pte mbe r 201 9

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal26 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENKUTAITIMUR,
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